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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka

kesimpulan dari penelitian ini ialah :

l.

Temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD,
dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,02< 0,05 dan nilai t-tabel 2,331 >
1,66660.

Ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan In total aset tidak
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Tingkat kemandirian pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Intergovernmental revenue tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan LKPD.

Ukuran legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan LKPD.

Keterbatasan

Peneliti menyadari dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini

banyak menemui hambatan serta masih terdapat kekurangan dalam

penyelesaiannya. Beberapa keterbatasan yang diidentifikasi dalam penelitian ini

antara lain :
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Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan
sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan
keuangan pemda, yang berarti masih banyak faktor-faktor lainnya yang
dapat menjelaskan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemda yang
tidak dimasukkan kedalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan
data.

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemda tahun anggaran
2016-2017, sehingga belum dapat menggambarkan tingkat pengungkapan
yang baik. Penggunaan tahun yang lebih baru dan waktu yang lebih panjang
dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari praktek pengungkapan
laporan keuangan pemda di Jawa Timur.

Saran

Penelitian lanjutan mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemda menjadi suatu hal yang penting untuk dikembangkan dan diteliti lebih

lanjut lagi karena masih sangat jarang dilakukan. Dengan mempertimbangkan

hasil yang diperoleh dan keterbatasan penelitian, maka penulis menyarankan hal-

hal seperti berikut :

1.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data laporan
keuangan pemda yang paling baru, dan periode yang lebih panjang misalkan
2016-2020 sehingga lebih menggambarkan perkembangan tingkat tingkat
pengungkapan laporan keuangan satu periode presiden menjabat di Jawa

Timur maupun di Indonesia.
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Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel penelitian
lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan
laporan keuangan pemda, misalnya jumlah SKPD, spesialisasi pekerjaan,
diferensiasi fungsional, kekayaan pemerintah daerah, umur pemerintah
daerah, dIl.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur tergolong sedang. Oleh
karena itu penerapan reward and punisment secara tegas perlu dilakukan
agar pemerintah daerah taat terhadap peraturan perundangan yang telah

ditetapkan.
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